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1. Kata Pembukaan

NOTULEN

Rapat lnternal Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah
Kamis, 26 September 2019
Undangan Kepala Badan Kesbangpol Prov. Jambi selaku Ketua Tim
No. 3-005/7 1 4/Bankesbangpol-2. 1 I lxl2019
Tanggal 23 Se$ember 2019, hal Urdangan Rapat
09.30 \illB sampai Selesai
1. PembukaanRapat
2. Payaran AnggotaTim
3. Penutup

Beni Striaman, $.STP, M*4. (Kabid Fasilitasi Organisasi Politik dan
Lembaga Pennrakilan Bakesbangpol Provinsi Jamhi).
Zulkamain, S.ST, MM.

Tim Pemantau Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di
Daerah Prwinsi Jan&| sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi
Nomor 3O1 /Kep. Gub/Bankesbangpolz.l 12019 tanggal 2 1 Maret 20 1 I
tentang Pernbentukan Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi
Perkembangan Politik Di Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran
2019.
H. Mukti, SE, ME. (Sekretaris Kesbangpol Prov. Jambi).
o Sesuai dengan Permendagri No. 61, dijelaskan tentang Peran

dan fungsi Tim. Hal inilah yang diturunkan kepada Keputusan
Gubernur Jarnbi Nornor 301/KepGub/Bankesbangpol2.l 12019
tanggal 21 Maret 2019 tentang Pembentukan Tim Pemantau,
Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah Provinsi
Jambi Tahun Anggaran 2019, $al ini mohon dipahami otetr
seluruh anggota tim agar dalam ridbnjalankan tugas pemantauan
perkembangan potitik di daerah dalam Provinsi Jambi dapat
berjalan sebagaimana mestinya.

o Laporan disampaikan secam berkala, minimal setiap tiga bulan
sekali, kecuali, dalam hal tertentu, insidentil, maka laporan harus
disampaikan seg€ra.

o Pefiemuan informal antara stakeholder terkait, seperti copy
morning, dinilai sangat efektif dalam memecahkan kebekuan-
kebekuan yang tefladi dalam antara lintas sektoral, sehingga
situasi dan kondisi dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam
rangka mencipakan situasi karntibmas.

o Banyak hal yang dapat berpotensi terhadap terjadinya gangguan
Kamtibmas yang harus dicermati oleh Tim Pemantau
Perkambangan Politik Di Daerah Provinsi Jambi terutama
menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak dalam Provinsi

. Jambi, seperti :

' Ketidakpuasan mmyarakatlmahasisrra das situasi saat ini
. Sengketalahan. Batas V\l'ilayah. Sara



2. PemHraan a. AI(BP S. Bagus Santoso, S.l.K., H.H.. (IGsubdit Politik
Ditintelltam Potda Jambi
o tserkaca pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2015 dan

pemilihan umurn tegislative tahun 2019 yang baru saja kita
laksanakan dalam Provinsi Jambi, maka kita semua perlu
mengambil pelajaran dari setiap kejadian untuk dapat dijadikan
pedoman dan pelajaran pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020
yang sebentar lagi akan dilaksanakan di Provinsi Jarnbi.

o Selain itu Media Sosial iuga perlu kita waspadai bersama,' mengingat opini masyarakat mudah sekali terbentuk melalui
. media social ini, padahal seringkali informasi yang beredar

melalui media social ini adalah HOAKS.
o Saat ini di Polda Janrbi telah terbentuk Tim Counter yang akan

mengawasi nredia social.
o Sampai sad ini situasi dan kondisi dalam Provinsi Jarnbi

relative aman terkendali, meski masih ada riak-riak
ketidakpuasan masyarakat dan mahasiswa atas keputusan
yang telah diambil eksekutif dan legislative ditingkat pusat
yang imbasnya pada semuawilayah termasuk Provinsi Jambi.

o Peneyelenggra Filkada 2A2A diharapkan lebih konsisten
berpegang teguh pda duran yang berlaku, sehingga darnpak
dampaknya seperti kasus Pileg di Kabupaten Sarolangun
(Syaihu CS) tidak terjadi lagi.

o Perlu didatangkan tim dari PTUN yang diharapkan dapat
memberik*n pencerahan tertutama ke@a stakeholder terkait.

b. Bambang {BINDA Provinsi Jambi}
o lnstrumen yang yang telah disempurnakan saat ini dapat

dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi anggota tim saat akan
melaksanalen tugns pernantauan pe*embangan politik
daerah pada kabupaten/kota dalam provinsi Jambi.

o Namun demikian, instrumen ini hanya bersifat urnum dan
bukanlah bersifat .rnuttak, karena situasi dan kondisi
dilapangan.

o Setiap anggota tim dapat membuat laporan sesuai dengan
kondisi riil dilapangan, rneningat situasi dan kondisisaat ini
cenderung akan semakin memanas seiring dengan sernakin
dekatnya pemilihan kepala daerah baik provinsi mat pun
kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.

o Untuk itu tim pemantau per\pmbangan politik Daerah yang
telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jambi, diharapkan
dapat lebih peka dalarn menangkap seuuta informasiterutama
yang beftubungan dengan perkembangan politik daerah. Hal
ini penting karena bila wacana pemilihan Kepala daerah yang
saat ini digadangkan dilaksanakan secara serentak, maka
tugas tim ini akan semakin berd.

c. f'lasuhaidi (KPU Provinsi Jarnbi|
o $aat ini KpU telah berupaya untuk mempersiapkan

pelaksanaan Pilkada Serentak 2AZA semaksimal mungkin
antaralain dengan menerbitkan PKPU Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan Pilkada tahun 2A2O.

o Saat ini calon pemeorangan sudafi dapat hrtoordinasidengan
KPU Provinei Jambi, uhtuk mengetahui persyalratan yang harus
dipenuhi seperti dukungan dari masyarakat melaluyi KIP

. Eleldronik yang harus mencapai 8,5 a/o dari jumlah DPT,(1
2.475.665)

o Saat ini pelaksanaan Pilkada 2020 masih menggunakan UU
Nomor 10 Tahun 2016 meski saat ini masih mengalami
renovasi ditlngkat pusat, dan kita tunggu saja hasilrrya.

o Proses pengajuan NPHD kepada Pemda Provinsi jambi
berjalan lancer, antara lain dengan dibahasnya secara
bersama oleh Kesbangpol selaku lnstansi Teknis sebelum
dibahas oleh TAPD.

o Persoalan Pemili 2019 masih bergulir arfara lain Pak Rusdi di
Bungo dan Syaihu cs di Sarolangun rnasih di PUTN.



Taufi k (Bawaslu Provinsi Jambi
o Catatan krusial selama pelaksanaan Pileg 2019 yang harus

diwas@ai pada pelaksanaan Pilkda 2020 antara lain :

1) Adanya kampanye Peserta Pemilu yang tidak
meng6,unakan STTP.

2) Masih ada peserta pemilu yang melaksanakan kampanye
. dengan melibatkan anak-anak dan mengajak ASN

berpditik Sraktis.
3) Masih terdapat pernilihn yang tidak mengetahuijenis surat

suaraPendistribusian logistic yang tedambat, sehingga
proses pemilihan tidak sesuai jadwal dan mengakibatkan
PSL.

4) Masih ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari
satu kali, pernilih yarq pindah memilih mencoHos semua
jenis surat suara sehingga mengakibatkan PSU.

5) Surat suara kurang karena tidak sinkron dengan data
pemilih.

6) Perubahan regulasi seperti aturan pindah memilih sesuai
keputusan MK Nomor 20/PUU-XV| 11201 I

o Data pentrrganan tindak pidana pemilu 2019 terdapat 30
pelanggaran p{dana pemilu yang terregistrasi yang terdiri dari
14 hasiltemuan Bawaslu dan 16 berasaldari laporan.

Biro Hukum Setda ProvinsiJambi
o Sat ini Biro Hukum Setda Provinsi iambi tengah meneliti

NPHD yang diajukan oleh TAPD Provinsi jambi, dan hingga
saat ini pro'sesnya beridan lanrer sesuai rencana, lnsya Allah
proses penandatanganan NPHD dapat berjalan sesuai rencana
paling lambat tanggal 1 Oktober 2019.

o Peraturan Pilkades pada Biro Hukum Provinsi Jambi hanya
betsitd konsuiftatif, sedangkan kevrenangan tersebut tetap
berada pada lGbupaten/Kota rnasing-m*ing.

4. Rekomendasi
a. Keberhasi{an Piltr<ada merupakan tanggrur€ jawab seluruS elemen bangsa.
b. Penguatan sinergitas dan koordinaei antar pemangku kepentingan Pitkada bagi

keberhasilan penyelenggaraan Pilkada.
c. Bantuan dan fasilitas Pemerintah dan Pemda sangat diperlukan bagi kelancaran

penyelenggaraan Pilkada.

d. Peningk',atan sosialisasi terutama Bada sisi ketertibatan masyarakat dalam setiap
tahapan Pilkada.

Demikian Notulen Rapat ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.

NOTULIS, PIMPINAN SIDANGIRAPAT

q-

d.

e.

ZULKARNAIN. S.ST. MM.
Pernbina - lVla
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BENI SURIAilIAH. S.STP. MM.
Permbina- lV/a
NlP. 19840713 200312 1 001


